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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha untuk melaksanakan 
pembangunan di segala bidang guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
Salah satunya adalah bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi, 
merupakan bagian dari pembangunan nasional, sebagai upaya untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk 
menjaga dan meneruskan pembangunan tersebut agar tetap berkesinambungan, 
para pelaku pembangunan meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai 
orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah 
yang besar. Untuk menunjang penyediaan dana yang besar tersebut, perbankan 
merupakan sarana yang paling strategis sebagai penyedia dana. Dari berbagai 
bentuk lembaga keuangan, bank konvensional menjadi yang paling 
diutamakan. Bank konvensional sebagai lembaga keuangan telah membantu 
pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan 
pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan 
merupakan bagian dari usaha bank konvensional yang telah terbukti banyak 
dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana. 
Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai 
nilai strategis dalam menunjang perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut 
mempunyai peranan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai 
kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan 
dana. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian 
berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme 






Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi 
utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 
masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke 
arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya 
tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 
tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal 
ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara 
memberikan berbagai macam kredit. 
Manusia adalah Homo economicus dan setiap manusia selalu berusaha 
untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam 
sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk 
mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan 
manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam 
hal ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan 
daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. 
Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut 
dengan kredit (Thomas Suyatno, 2003:13). 
Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai 
kedudukan yang sangat istimewa, terutama di negara-negara yang sedang 
berkembang. Penyediaan dana di negara berkembang merupakan salah satu 
faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah 
Indonesia mengambil langkah dengan kebijaksanaan untuk membantu 
memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang 








Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit 
perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian 
kredit. 
Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga 
pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Dalam 
pemberian kredit, bank harus betul-betul yakin bahwa debitur dapat 
mengembalikan  pinjaman yang diterima, sesuai dengan jangka waktu dan 
syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu bank juga 
mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari nasabah, yaitu watak 
(character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral), 
keadaan ekonomi (condition of economy), dan hambatan (constraint). Hal 
tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, 
sehingga terwujud prinsip kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan 
sekaligus unsur keuntungan dari sudut kredit (Astiko dan Sunardi, 1996:13) 
Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah 
tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya 
terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan 
tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang 
dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yang 
disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas 
kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana 
masyarakat tersebut. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian 
kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 






penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan 
tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang 
saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari 
debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas 
kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan 
bank tidak wajib meminta jaminan tambahan. 
Jaminan mempunyai fungsi untuk memperlancar dan mengamankan 
pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank 
untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tersebut. 
Jenis tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan 
langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan 
yang objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu 
kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. 
Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak 
dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah 
mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah dialihkan” 
atau “mudah diperdagangkan”, sehingga kebendaan tersebut tidak akan  
menjadikan suatu “beban” bagi kreditur untuk “menjual lelang” pada 
waktunya, yaitu pada debitur secara jelas telah melalaikan kewajibannya, 
sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian 
pokok yang melahirkan utang piutang tersebut (Gunawan Widjaya dan Ahmad 
Yani, 2000:4). 
Antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat 
sekali. Jaminan hampir selalu dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. 
Sedangkan perjanjian pemberian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa 
adanya perjanjian yang mendasari adanya utang piutang atau perjanjian kredit 







Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum 
jaminan. Salah satu dari jaminan kebendaan yang sering digunakan adalah 
jaminan fidusia. Ciri khusus dari jaminan fidusia adalah masalah pengalihan 
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa 
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan 
pemilik benda. 
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 
tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi 
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya 
(http://perlindungankonsumen.or.id diakses 02 Desember 2009 pukul 19:34). 
Bentuk jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat 
digunakan secara luas dan fleksibel dalam transaksi pinjam meminjam dengan 
memiliki ciri sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum. 
Lembaga fidusia juga memberikan kemungkinan yang sangat menguntungkan, 
karena pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang dijaminkan. Kreditur 
yang merupakan pemegang fidusia memiliki dan mendapatkan hak yang 
didahulukan (preferentie) oleh undang-undang terhadap jaminan fidusia yang 
diperoleh. 
Pihak bank dalam pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan 
dengan cermat mengenai proses pemberian kredit. Karena proses pemberian 
kredit merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui ada tidaknya 
kekurangan dan kesalahan, serta mencari penyebab apabila di kemudian hari 
terjadi masalah. Hal lain yang penting dan harus diperhatikan agar pihak bank 
tidak menderita kerugian antara lain adalah upaya-upaya pihak bank dalam 






dalam pemberian kredit tersebut. Upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi 
supaya pihak bank dapat memilih cara yang paling tepat yang harus ditempuh 
agar pihak bank (kreditur) tidak terlalu banyak menanggung risiko. 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
(PD. BPR BKK) Kebumen yang merupakan bagian dari bank di Indonesia juga 
memiliki andil yang besar dalam hal pemberian kredit dengan jaminan fidusia. 
Melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
(PD. BPR BKK) Kebumen, maka masyarakat dapat merasakan fasilitas kredit 
dengan tetap menguasai benda-benda yang menjadi jaminan atas keditnya 
tersebut, sehingga masih dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya. 
Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas dan untuk mengetahui lebih 
terperinci tentang penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan atas kredit, 
maka penulis dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini tertarik untuk 
memilih permasalahan dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA 
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN 
KREDIT KECAMATAN (PD. BPR BKK) KEBUMEN”. 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting di dalam 
suatu penelitian hukum, agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok 
pembahasan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Apakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
(PD. BPR BKK) Kebumen telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-






2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah research, 
pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian 
(research) orang mencari (search) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan 
yang benar (truth, true knowledge), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu 
pertanyaan atau memecahkan suatu masalah (Wignjosoebroto, 2002:193). Ini 
sesuai dengan fitrah manusia sendiri yang sering disebut ‘man is curious 
animal’ (makhluk yang selalu ingin tahu). Hal ini terbukti dari kenyataan 
bahwa jika kita melihat, merasakan atau mengalami suatu fenomena yang 
membuat kita kagum, heran atau ragu, kita akan selalu mempertanyakan apa 
sebabnya, bagaimana terjadinya, bagaimana mengatasinya, dan berbagai 
pertanyaan keingintahuan yang lain yang membutuhkan jawaban. Inilah awal 
kegiatan penelitian (M. Syamsudin, 2007:1). 
Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan 
menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Berdasarkan hal tersebut, maka 
penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan 
fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 
Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen disesuaikan dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia. 
b. Untukmengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah Bank 







2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum perdata 
dan hukum jaminan, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian 
kredit dengan jaminan fidusia, sehingga diharapkan dapat bermanfaat 
di kemudian hari. 
b. Untuk memperoleh data yang lengkap sebagai bahan utama guna 
penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Suatu kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 
kepada peneliti dan kepada pihak lain. Manfaat yang diharapkan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Praktis 
a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 
penyempurnaan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia 
pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 
Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen agar sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
b. Mengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian 
kredit dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi bagi 
pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum jaminan dan 
hukum perbankan. 








E. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah 
yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang 
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 
jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang 
mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala 
bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2008:43). 
Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab 
mengenai suatu masalah. Dengan demikian, apa yang disebut metode 
penelitian itu pada asasnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau 
prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh 
dipandang benar (dalam arti true, bukan atau tidak dalam  arti right atau just) 
guna menjawab masalah itu (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002:123). 
Metode merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi 
untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban 
atas permasalahan yang ada. Metode penelitian  dapat diartikan sebagai cara 
untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, 
menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 
pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah (skripsi). 
Adapun metode penelitian dalam penulisan hukum ini meliputi: 
1. Jenis penelitian 
Meninjau dari segi bidang ilmu dan sumber data, penelitian ini 
merupakan jenis penelitian hukum non-doktrinal/empiris yaitu penelitian 
di bidang hukum yang mempunyai sumber data berasal dari perilaku 
anggota masyarakat, terutama pegawai perbankan dalam melaksanakan 
proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang harus sesuai dengan 








2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif.  Menurut Soerjono 
Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk 
mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat 
teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2008:10). Penelitian ini memberikan 
gambaran yang lengkap mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan 
Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen. 
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini adalah Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR 
BKK) Kebumen. 
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara 
langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang 
diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-
fakta (Soerjono Soekanto, 2008:12). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung 
data primer yang diperoleh dari dari studi kepustakaan yaitu membaca 
dan mempelajari buku-buku, literatur, dan studi dokumen yang 











5. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Merupakan sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada 
hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian. Dalam 
penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 
Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen. 
b. Sumber Data Sekunder 
Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer, 
yaitu literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti penulis, antara lain Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bahan hukum 
sekunder berupa buku-buku di bidang hukum yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data  
a. Interview (Wawancara) 
Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya 
langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu 
proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh 
beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi. 
Faktor-faktor tersebut adalah: 
1) Pewawancara; 
2) Yang diwawancarai; 
3) Topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan;dan 








Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah 
(directive interview). Hal-hal yang diperhatikan dalam wawancara 
terarah antara lain: 
1) Rencana pelaksanaan wawancara; 
2) Mengatur daftar pertanyaan dan membatasi jawaban; 
3) Memperhatikan karakteristik pewawancara dan yang 
diwawancarai; 
4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa 
(Soerjono Soekanto, 2008:229). 
Wawancara ini dilakukan dengan pegawai yang ditunjuk oleh 
pihak bank untuk memproses pemberian kredit yaitu Bapak Kasino 
selaku Kepala Seksi Pemasaran dan Ibu Setio Budiarti selaku Seksi 
Kredit PD. BPR BKK Kebumen. Wawancara juga dilakukan kepada 
Bapak Notaris Missi Indralana, S.H. selaku salah satu Notaris PD. 
BPR BKK Kebumen. Wawancara ini dilaksanakan secara bebas 
terpimpin mengenai pokok persoalan yang telah ditentukan, 
berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. 
Selain itu juga bisa diselingi dengan pembicaraan-pembicaraan yang 
tidak terencana sebelumnya sehingga suasana tidak terlalu kaku. 
b. Studi Kepustakaan 
Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan 
mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen 
atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau  keterangan 
yang dibutuhkan oleh peneliti (M. Syamsudin, 2007:101). 
Studi kepustakaan dalam penelitian hukum bertujuan untuk 
menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun 
sekunder. Bahan-bahan hukum inilah yang dijadikan patokan atau 
norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan 






7. Teknik Analisis Data 
Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah 
menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting 
dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh 
tersebut akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat 
suatu kesimpulan yang merupakan suatu hasil akhir dari penelitian. 
Analisis data merupakan tahap yang penting karena analisis data 
sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Pada tahap analisis data, data 
yang dimanfaatkan dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga dapat 
menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan 
dalam penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik 
analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis 
atau lisan dan perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 
suatu yang utuh. Model analisis data yang digunakan adalah analisis data 
interaktif. 
Adapun skema cara kerja analisis interaktif adalah sebagai berikut (HB. 





















Berdasarkan skema tersebut data yang terkumpul akan dianalisis 
melalui tiga tahap,  yaitu: mereduksi data, menyajikan data, kemudian 
menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara 
tahap-tahap tersebut, sehinggga data yang terkumpul akan berhubungan 
satu dengan yang lainnya secara sistematis. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sitematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, 
maka penulis menyiapkan suatu sitematika penulisan hukum. Adapun 
sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab 
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan 
hukum tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB II : Tinjauan Pustaka 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 
2. Tinjauan Umum tentang Kredit 
3. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia 
B. Kerangka Pemikiran 
BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Diskripsi Lokasi. 
B. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di 






Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen ditinjau berdasarkan 
Undang-Undang Fidusia. 
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian 
kredit dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) 
Kebumen. 
BAB IV : Penutup 
































A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian, menurut rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, 
didefinisikan sebagai: 
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Pengertianperjanjian ini mengandung unsur : 
a. Perbuatan, 
Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang 
Perjanjian ini lebih tepat jikadiganti dengan kata perbuatan hukum 
atau tindakan hukum, karena perbuatantersebut membawa akibat 
hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; 
b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, 
Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua 
pihak yang salingberhadap-hadapan dan saling memberikan 
pernyataan yang cocok/pas satu samalain. Pihak tersebut adalah orang 
atau badan hukum. 
c. Mengikatkan dirinya, 
Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh 
pihak yang satu kepadapihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang 
terikat kepada akibat hukum yang munculkarena kehendaknya sendiri. 






Jika kita kaji lebih dalam, rumusan yang diberikan dalam Pasal 
1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwa 
dalam suatu  perjanjian akan melahirkan kewajiban atau prestasi dari satu 
atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya, yang berhak atas 
prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum 
bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu 
pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya 
adalah pihak  yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing 
pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan 
berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu 
atau lebih badan hukum(Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000:13). 
Rumusan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
tersebut merupakan pengertian yang kurang sempurna dan kurang 
memuaskan,karena   terdapat   beberapa   kelemahan, yaitu: 
a. Merupakan perbuatan; hal ini bermakna terlalu luas, seharusnya 
perbuatan hukum. 
b. Yang mengikatkan diri hanya satu pihak; (kurang lengkap) sehingga 
bisa disebut perjanjian sepihak, seharusnya saling mengikatkan diri. 
c. Tujuan tidak jelas; seharusnya tujuannya jelas. 
Penyempurnaan definisi perjanjian seharusnya adalah sebagai 
berikut: 
Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata 
sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara 
mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga 
subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum 
yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan 











a. Unsur Essentialia 
Unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini sangat erat kaitannya 
dengan syarat sahnya perjanjian dan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya. 
b. Unsur Naturalia 
Unsur yang lazimnya ada/sifat bawaan perjanjian, sehingga 
secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya: menjamin 
terhadap cacat tersembunyi. 
c. Unsur Accidentalia 
Unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya: pemilihan 
tempat kedudukan. 
(Handri Raharjo, 2009:46) 
 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Perjanjian akan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum 
yang mengikat. 
Syarat sahnya  suatu  perjanjian diatur  dalam  Pasal 1320 KUH 
Perdata, yang meliputi : 
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, 
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, 
c. Adanya objek, dan 
d. Adanya kausa yang halal. 







Syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua syarat yaitu 
syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat pertama dan kedua termasuk 
ke dalam syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang 
mengadakan perjanjian.Syarat ketiga dan keempat dimasukkan dalam 
syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dan 
perbuatan hukum yang dilakukan. 
Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi,maka perjanjian tersebut 
akan batal demi hukum. Dalam kata lain bahwa dari semula tidak pernah 
dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.Jika syarat 
subyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian itu bukan batal demi hukum 
melainkan dapat dibatalkan.  
Syarat-syarat perjanjian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Kesepakatan (Toesteming/Izin) kedua belah pihak 
Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah adanya 
kesepakatan atau konsensus para pihak. Yang dimaksud kesepakatan 
adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih 
dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena 
kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. 
b. Kecakapan bertindak 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk  
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan 
yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan 
mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan 
mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, 
sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang.  Orang yang 
cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah 
orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 






c. Adanya objek perjanjian (OnderwerpderOvereenskomst) 
Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi 
objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah 
apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak 
kreditur. Prestasi ini terdiri atas: 
1) Memberikan sesuatu, 
2) Berbuat sesuatu,  dan 
3) Tidak berbuat sesuatu. 
d. Adanya causa yang halal (GeoorloofdeOorzaak) 
Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan 
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.  
(Salim H.S., 2003,33-34) 
 
3. Subyek dan Obyek Perjanjian. 
a. Subyek Perjanjian. 
Subyek perjanjian merupakan salah satu unsur penting di 
dalam perjanjian. Hal ini karena dalam suatu perjanjian harus ada 
yang dilaksanakan. Apabila tidak ada subyek,maka perjanjian tidak 
dapat dilaksanakan. Subyek perjanjian terdiri dari manusia perorangan 
atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan 
manusia perorangan atau badan hukum yang mendapat hak atas 
pelaksanaan kewajiban. 
KUHPerdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada 
perjanjian yaitu: 
1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, 
2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari 
padanya, 







b. Obyek Pejanjian.  
Obyek dalam suatu perjanjian merupakan suatu hal yang 
penting,obyek dari perjanjian ini berupa prestasi. Adapun yang 
menjadi obyek perjanjian menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdatayaitu:        
1) untuk memberikan sesuatu 
2) untuk berbuat sesuatu;     
3) untuk tidak berbuat sesuatu. 
 
4. Asas-asas Perjanjian 
a) Asas Konsensualisme. 
Dengan adanya kata sepakat (consensus) maka mengikat para 
pihak. Konsensualisme, selain merupakan sifat hukum perikatan juga 
merupakan asas hukum perjanjian. Kata sepakat harus dinyatakan 
dalam bentuk tertulis/lisan/tanda-tanda yang dapat diterjemahkan. 
b) Asas Kebebasan Berkontrak. 
Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka  adalah 
kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada 
masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, 
dan ketertiban umum. 
c) Asas Pacta Sunt Servanda 
Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, yang pada intinya 
perjanjian mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya.juga kepentingan orang lain 
d) Asas Itikad Baik (Goede Trouw) 
Itikad baik atau bonafides (bahasa Romawi), artinya kedua 






diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, 
dan tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri. 
e) Asas Kepribadian 
Disebut juga asas personalitas, bahwa persetujuan-persetujuan 
hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat 
membawa kerugian maupun manfaat karenanya bagi pihak ketiga 
(H.R. Daeng Naja, 2006: 8-14). 
5. Akibat Perjanjian 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua 
kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yangmembuatnya. 
Akibat dari suatu perjanjian menurut Pasal 1338 KUH Perdata, 
yaitu: 
a. Perjanjian mengikat para pihak. 
b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena 
merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan 
yang oleh undang-undang dinyatakan  cukup untuk itu. 
c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa 
yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain dari yang 
membuat perjanjian(Handri Raharjo, 2009:58). 
 
6. Berakhirnya Perjanjian 
KUH Perdata menyebutnya sebagai hapusnya perikatan yaitu pada 
Pasal 1381 yang menyebutkan bahwa perikatan hapus karena: 
a. Pembayaran; 







c. Pembaharuan utang; 
d. Perjumpaan utang atau kompensasi; 
e. Percampuran utang; 
f. Pembebasan utang; 
g. Musnahnya barang yang terutang; 
h. Batal atau pembatalan; 
i. Berlakunya suatu syarat batal; dan 
j. Lewatnya waktu(H.R. Daeng Naja, 2006: 23). 
7. Prestasi dan Wanprestasi 
 Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah 
“performance” dalam perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan 
hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah 
mengikatkan diri untuk itu. Adapun yang merupakan bentuk-bentuk 
prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdata 
yaitu berupa (Munir Fuady, 2007: 87): 
a. Memberikan sesuatu 
b. Berbuat sesuatu 
c. Tidak berbuat sesuatu 
Kewajiban-kewajiban para pihak  berakhir jika prestasi yang 
diperjanjikan telah dilaksanakan oleh para pihak. Apabila diantara para 
pihak ada yang tidak memenuhi prestasi atau tidak melakukan prestasi 
sebagaimana yang telah diperjanjikan maka pihak tersebut dinyatakan 
melakukan wanprestasi. 
 Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda “wanpretatie”, 
yang artinya tidak mememnuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam 
perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban ada dua kemungkinan, yaitu 
dikarenakan (Abdulkadir Muhammad, 2000: 202-203): 






b. Keadaan memaksa (force majeur, overmacht), diluar kemampuan 
debitur, debitur tidak bersalah. 
Mengenai bentuk-bentuknya, wanprestasi dapat berupa (R. Subekti, 
2002: 45): 
a. Tidak melalukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan; 
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Kredit 
1. Pengertian Kredit 
Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan 
perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja 
dikenal oleh masyarakat kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun 
kata kredit tersebut sudah sangat populer.  
Istilah kredit berasal dari bahasa Latin“Credere”(lihat pula “credo” 
dan “kreditum” yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa 
Inggris “faith” dan “trust”). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa 
kreditur (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan 
perkreditan dengan debitor (nasabah, penerima kredit) mempunyai 
kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang 
telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit 
yang bersangkutan. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak 
asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer (dan merakyat), sehingga 
dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-baurkan begitu saja dengan 
istilah uang. Bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit 
semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki konotasi khusus 






Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
Pasal 1 butir 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). 
“The availability of credit has been identified as one of the key 
factors driving economic growth the world over, particularly in relation to 
rural population of developing countries”. Ketersediaan kredit merupakan 
salah satu faktor penentu dalam mendorong kemajuan ekonomi di seluruh 
dunia, terutama dalam kaitannya dengan penduduk pedesaan di negara-
negara berkembang (Penina Machoka, 2005:395). 
Kredit adalahpinjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya 
untuk meningkatkan usaha nasabah dan dapat mencapai keuntungan yang 
dicita-citakan. Dalam praktek kredit bank adalah pemberian pinjaman oleh 
bank kepada nasabahnya untuk membiayai kegiatan usaha nasabah dalam 
jumlah tertentu, dengan jangka waktu yang disepakati bersama antara bank 
sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, dengan ketentuan-ketentuan 
yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, 
yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali 
kreditnya, termasuk beban bunga kredit (Astiko dan Sunardi,1996:5). 
“An agreement to pay interest on an overdraft in accordance with 
"the bank's usual rate of interest on overdrafts" was held,on the particular 
facts of the case, to fail for uncertainty because the bank at the relevant 
time was only newly formed and hold not established any mechanism for 
making such a rate known”.kesepakatan untuk membayarkan sejumlah 
bunga berdasarkan kredit yang diajukan, sesuai dengan tingkat suku bunga 






suku bunga bank) misalnya karena bank tersebut baru didirikan/dibentuk 
dan belum menetapkan mekanisme (perkreditan) yang mapan (Andrew 
McKnight,2005:110). 
2. Macam-macam Kredit 
Dalam praktek perbankan, kredit dapat dibedakan berdasarkan 
faktor- faktor yang terdapat dalam pemberian kredit tersebut, yaitu : 
a. Jenis kredit menurut penggunaan kredit 
1) Kredit Produktif  
Dalam kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk 
keperluan usaha nasabah, agair produktivitas semakin, meningkat. 
Bentuk kredit produktif dapat berupa :  
a) Kredit investasi 
Kredit investasi  adalah   kredit   yang   diberikan 
kepada   nasabah untuk keperluan penanaman modal, yang 
bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi 
perusahaan. 
b) Kredit modal kerja 
Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk 
kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Jadi kredit ini    
sasarannya untuk membiayai biaya operasi usaha nasabah. 
Kredit bank dipergunakan untuk membeli bahan dasar, alat-
alat bantu maupun membayar biaya lainnya. 
2) Kredit Konsumtif 
Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada 







b. Jenis kredit menurut jangka waktu kredit 
1) Kredit jangka pendek: Kredit yang berjangka waktu paling lama 
satu tahun, setelah berakhir jangka waktunya kemudian oleh bank 
diberi perpanjangan waktu lagi atas permohonan debitur. 
2) Kredit jangka menengah: Kredit yang jangka waktunya antara satu 
sampai tiga tahun. 
3) Kredit jangka panjang : Kredit yang jangka waktunya lebih dari 
tiga tahun. 
c. Jenis kredit menurut jaminan kredit 
1) Kredit tanpa jaminan: Jaminan disini diartikan sebagai jaminan 
secara fisik, kredit ini lazim digunakan di Eropa dan Amerika, 
2) Kredit dengan jaminan:Kredit yang dalam penilaiannya selain 
terhadap unsur lain juga harus ada jaminan secara fisik, untuk 
meyakinkan bank akan kemampuan debitur dalam pengembalian 
kredit (Astiko dan Sunardi, 1996:9). 
3. Unsur-unsur Perkreditan 
Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 
kepercayaaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan 
pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan 
memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit 
akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka 
waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa 
keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan 
masyarakat yang diterimanya (Thomas Suyatno, 1995:14). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang 
terdapat dalam kredit adalah: 
a. Unsur Kepercayaan 
Unsur kepercayaan ini merupakan keyakinan dari kreditur 






akan benar-benar diterima kembali sesuai dengan jangka waktu yang 
telah ditentukan. Keyakinan kreditur tersebut karena kreditur 
mengetahui kualitas calon debitur dalam mengelola perusahaan serta 
kemampuan debitur dalam menciptakan daya pendapatan 
(earningpower). 
b. Unsur Jangka Waktu  
Kredit membedakan antara prestasi dengan kontraprestasi 
dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Hal ini   
karena   debitur   mempunyai   masa-masa   dimana   debitur memiliki 
uang untuk membeli barang dan kemudian dijual kembali. Siklus 
uang-barang-uang harus mendapat perhatian khusus oleh bank 
maupun debitur. Kreditur harus mernberikan kredit dengan jatuh 
tempo pembayaran yang bertepatan dengan saat dimana debitur 
sedang memiliki uang. Jika terjadi kesalahan di dalam menetapkan 
jangka waktu tersebut, maka pembayaran kembali kredit tersebut 
mungkin akan tidak lancar. 
c. Unsur Jumlah 
Jumlah maksimum kredit harus tepat.Hal ini berarti tidak lebih 
(overloan) dan tidak kurang (shortageloan). 
d. Unsur Degree of Risk 
Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 
adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 
dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin 
lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena 
sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka 
masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat 
diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. 
Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam 






e. Unsur Prestasi 
Objek kredit itu tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tapi 
juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan 
modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-
transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai 
dalam praktik perkreditan (Thomas Suyatno, 1995:14). 
 
4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit. 
Setiap permohonan  kredit yang diajukan oleh calon debitur harus 
segera diproses melalui penilaian dan selanjutnya diberikan keputusannya 
oleh bank. Penilaian diwujudkan dalam bentuk pembuatan  analisis kredit. 
Semua pemberian kredit harus disertai dengan analisis kredit yang memuat 
aspek yang berkaitan dengan calon debitur (M. Bahsan, 2007:99). 
Dalam dunia perbankan dikenal enam faktor internal dan 
eksternal perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank 
dalammemberikan fasilitas kredit. Faktor internal dan ekstemal perusahaan 
tersebut meliputi: 
a. Watak (character). 
Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan 
itikad baik calon debitur untuk melunasi pinjaman. 
b. Kemampuan (capacity) 
Penilaian terhadap kemampuan debitur untuk mengelola usaha 
yang akan dibiayai dengan kredit. Bank perlu mengetahui apakah 
calon debitur mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di 
bidang usaha tersebut.  
c. Modal (capital). 
Penilaian terhadap harta kekayaan perusahaan yang digunakan 






bank hanya untuk menambah kekurangan biaya yang diperlukan calon 
debitur. 
d. Jaminan (collateral). 
Untuk keamanan pelunasan kredit, calon debitur diharuskan 
menyediakan harta kekayaan milik calon debitur tersebut sebagai 
jaminan kredit.  
e. Keadaan ekonomi (conditionofeconomy). 
Bank harus menganalisis keadaan ekonomi dan iklim usaha 
yang berhubungan dengan usaha calon debitur, sehingga dapat 
mengetahui prospek dari usaha yang dibiayai. 
f. Hambatan (Constraint). 
Hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang 
melakukan bisnis di suatu tempat(Astiko dan Sunardi,1996:13). 
5. Tujuan Kredit 
Tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan 
disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit 
yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan 
mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk 
(Thomas Suyatno, 1995:15): 
a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan. 
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapa tmenjalankan fungsinya 
guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 
c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan 






Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang 
seimbang antara: 
a. Kepentingan pemerintah, 
b. Kepentingan masyarakat (rakyat), dan 
c. Kepentingan pemilik modal (pengusaha). 
(Thomas Suyatno, 1995:15) 
6. Fungsi Kredit 
Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia adalah salah 
satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga 
pemberian kredit itu diadakan, pada hakekatnya adalah suatu perjanjian 
pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 
Pasal 1769 KUHPerdata. Pembuatan suatu perjanjian kredit dapat 
mandasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata, 
atau dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak. Hal ini 
artinya dalam ketentuan-ketentuan yang memaksa, maka harus sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata, sedangkan dalam 
ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak (Muhamad 
Djumhana, 1993:227). 
Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus, baik oleh 
bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur karena 
perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian 
maupun pengelolaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai 
beberapa fungsi, yaitu: 
a. Perjanjian   kredit  berfungsi   sebagai  perjanjian  pokok,  artinya 
perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau 
tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.  
b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-
batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. 
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan 






C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia 
1. Pengertian Jaminan Fidusia  
Istilah jaminan berasal dari kata "jamin", yang berarti tanggung. 
Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan secara 
umum, sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang 
disebut jaminan khusus. Jaminan khusus biasa disebut dengan jaminan 
kebendaan. Salah satu bentuk dari jaminan kebendaan adalah jaminan 
fidusia. 
Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides" yang 
berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan 
hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum 
berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia 
bersedia mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah 
hutang pemberi fidusia terlunasi.Pihak penerima fidusia juga mempunyai 
kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang 
jaminan yang berada dalam kekuasan pemberi fidusia. Penerima fidusia 
tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi 
fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda obyek 
jaminan fidusia (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,2000:l 13). 
Fidusia sebagai lembaga penjaminan telah lama dipraktekkan di 
Indonesia dan tidak terbatas hanya pada benda bergerak saja (Sigit 
Ardianto & Ade Yasser,2009:30). Berdasarkan Undang-Undang No. 42 
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud fidusia adalah 
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 
dalam penguasaan pemilik benda. (Pasal 1 ayat(l) Undang-Undang Nomor 







Beberapa ciri yang tampak dalam perumusan tersebut antara lain: 
a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda 
b. Atas dasar kepercayaan 
c. Benda itu tetap pada penguasaan pemilik benda. 
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia diberikan perumusan tentang Jaminan Fidusia 
yaitu: 
Hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak 
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  yang tetap berada dalam 
penguasaaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang 
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima 
Fidusia terhadap kreditur lainnya. 
Unsur-unsurnya yaitu: 
a. Hak jaminan 
b. Benda bergerak 
c. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan 
d. Tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan 
e. Sebagai agunan 
f. Untuk pelunasan hutang 
g. Kedudukan yang diutamakan. 
2. Obyek jaminan fidusia 
Objek jaminan Fidusia sebagai yang kita simpulkan dari Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang Fidusia dan sebagai yang ditentukan dalam Pasal 
1 ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Fidusia yang mengatakan, bahwa: 
Jaminan Fidusia Dapat diberikan terhadap 1 (satu) atau lebih satuan atau 
jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan 






Dari ketentuan tersebut kita tahu, bahwa objek jaminan Fidusia 
bisa 1 (satu) benda tertentu atau lebih. Benda jaminan itu bisa merupakan 
benda yang tertentu atau disebutkan berdasarkan jenis. 
Dalam undang-undang jaminan fidusia disebutkan bahwa benda-
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut: 
a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 
b. Benda berwujud 
c. Benda tidak berwujud termasuk piutang. 
d. Benda bergerak. 
e. Benda   tidak   bergerak   yang   tidak   dapat   diikat   dengan   hak 
tanggungan.  . 
f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan Hipotek. 
g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan 
diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian 
tidak diperlukan suatu akte pembebanan fidusia tersendiri.  
h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.  
i. Dapat atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. 
j. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. 
k. Hasil  klaim  asuransi  dari  benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
l. Benda persediaan/stock perdagangan. 
(Munir Fuady,2000:22-23).  
3. Pembebanan fidusia  
Suatu hubungan fidusia melibatkan konsekuensi tertentu sebagai 
transaksi diantara pihak yang mengalir secara otomatis sebagai masalah 
hukum dari hubungan tersebut (Zulkarnain Sitompul,2008:3). Pembebanan 
jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia 
merupakan perjanjian ikutan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yang 






prestasi yang dalam ketentuan undang-undang jaminan fidusia adalah 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan yang 
kesemuanya tersebut dapat dinilai dengan uang. Oleh karena jaminan 
fidusia merupakan perjanjian ikutan dan memiliki hak yang didahulukan 
(preferent) serta memiliki juga kesempatan parate eksekusi, maka 
pembebanan benda atau barang dengan jaminan fidusia wajib dan harus 
dibuat dalam suatu akta notaris (Ignatius Ridwan Widyadarma, 1999:4). 
Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia 
dipersyaratkan ketentuan bahwa akta jaminan fidusia selain 
mencantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu 
pembuatan akta tersebut. Penambahan dicantumkannya waktu ini 
dimaksudkan untuk kepastian tentang terjadinya secara definitif pemberian 
jaminan fidusia tersebut.  Selain hal tersebut akta jaminan fidusia juga 
memuat: 
a. Identitas: Meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat 
kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan 
dan pekerjaan. 
b. Data perjanjian pokok dalam arti macam perjanjian dan hutang yang 
dijamin dengan fidusia. 
c. Uraian mengenai benda atau barang yang menjadi obyek jaminan 
fidusia  terutama mengidentifikasikan benda atau barang yang 
dijadikan jaminan  dengan penjelasan tentang surat-surat 
buktikepemilikannya. 
d. Nilai penjaminan.       
e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 
(Ignatius Ridwan Widyadharma,1999:14-15) 
Benda atau barang yang menjadi obyek jaminan 
fidusia,apabilamerupakan persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah 
dan atau tidak tetap, seperti stock bahan baku, barang jadi atau portopolio 






dicantumkan uraian yang jelas mengenai jenis, merek, kualitas dan benda 
atau barang tersebut (Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No.42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia). 
Untuk menghindari kesulitan di kemudian hari, dalam Pasal 10 
Undang-Undang Fidusia sudah ditetapkan, bahwa jaminan Fidusia 
meliputi semua hasil dari benda jaminan Fidusia dan juga klaim asuransi. 
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia .  
Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan 
Pasal 18 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 
Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata 
cara perbaikan  sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, 
dan penggantian sertifikat. 
Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang 
No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang 
dibebankan dengan jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 
Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku 
meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan Fidusia berada di luar 
wilayah negara Republik Indonesia. 
Pendaftaran benda yang dibebankan dengan jaminan Fidusia 
dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya 
mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah 
Republik Indonesia unntuk memenuhi asas publisitas, sekaligus 
merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda 







Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah: 
a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 
berkepentingan; 
b. Memberikan hak yang didahulukan (preferent) kepada penerima 
fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan Fidusia 
memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai 
bendanya yang menjadi objek jaminan Fidusia berdasarkan 
kepercayaan. 
Setelah permohonan pendaftaran fidusia diterima oleh Kantor 
Pendaftaran Fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia 
melakukanpencatatan jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia pada 
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 
pendaftaran.Kantor Pendaftaran Fidusia tidak berwenang untuk melakukan 
penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan 
pendaftaran jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya berwenang 
untuk melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan 
pendaftaran fidusia.Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar 
Fidusia dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia.Pendaftaran 
jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan 
konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. 
Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar 
Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan 
keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran. Sertifikat Jaminan 
Fidusia merupakan bukti bagi kreditur yang telah melakukan pendaftaran 
fidusia bahwa kreditur tersebut merupakan pemegang jaminan fidusia dan 
mempunyai hak milik atas benda jaminan fidusia tersebut. 
Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN 






Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang 
dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat Jaminan 
Fidusia ini langsung dapat dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses 
persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta 
mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. 
Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak 
untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas 
kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan 
yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila 
pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan 
Fidusia melalui pranata parate eksekusi(Gunawan Widjaja dan Ahmad 
Yani,2007:149). 
5. Eksekusi Jaminan Fidusia 
Eksekusi jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 
Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan 
eksekusi jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang 
menjadi objek jaminan Fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya 
eksekusi jaminan Fidusia ini adalah karena debitur atau Pemberi Fidusia 
cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada 
penerima fidusia, walaupun mereka telah memberikan somasi. Eksekusi 
terhadap benda yang menjadi  obyek  jaminan  fidusia dijalankan dengan 
cara: 
a. Pelaksanaan titel eksekutorial, karena dalam akta sertifikat jaminan 
fidusia tercantumkan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
b. Penjualan benda  yang  menjadi objek  jaminan  fidusia atas 






c. Penjualan di bawah tangan dilakukanberdasarkan kesepakatan antara 
Pemberi dan Penerima Fidusia, dan diumumkan dalam dua surat kabar 
harian yang beredar di daerah yang bersangkutan. 
(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,2007:160). 
Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berupa benda 
perdagangan atau efek dapat dilakukan dengan menjual barang atau benda 
jaminan tersebut di tempat-tempat pasar atau di bursa, asalkan memenuhi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penjualan atas objek 
fidusia tersebut (Pasal 31 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia). 
6. Hapusnya Jaminan Fidusia  
Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan Fidusia adalah tidak 
berlakunya lagi jaminan Fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan 
Fidusia, yaitu: 
a. hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. 
b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia. 
c. benda yang menjadi jaminan fidusia telah musnah. 
(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,2007:156). 
Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu 
jaminan fidusia hapus, yakni Penerima Fidusia wajib rnemberitahukan 
kepada kantor pendaftaran fidusia tentang jaminan fidusia yang telah 
hapus dengan cara melampirkan pernyataan tertulis tentang sebab 
hapusnya jaminan tersebut. 
Dengan diterimanya surat pemberitahuan  tersebut, maka ada dua 
hal yang dilakukan  Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu: 
a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan Fidusia dari Buku 






b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal  pencoretan jaminan fidusia 
dari Buku Daftar Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan 
surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang 
bersangkutan tidak berlaku lagi.” 
 
D. Kerangka Pemikiran 
Keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan 
meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat 
pedesaan. Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 38 tahun 1988 dan 
Nomor 1238/KMK.00/1989 tanggal 14 November 1989 menetapkan 
perubahan-perubahan mendasar tentang BPR. Perubahan-perubahan dimaksud 
terutama mencakup status kegiatan usaha, dan tata cara pendirian BPR. 
Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1992 meliputi: 
1. Menghimpun  dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan  
dengan itu. 
2. Memberikan  kredit. 
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 
Salah satu usaha dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen adalah dengan 
memberikan kredit. Kebutuhan masyarakat akan kredit untuk menunjang 
kehidupannya maupun untuk kelangsungan usahanya memang mengalami 
kemajuan yang sangat signifikan. Prosedur pengajuan kredit bank yang dimulai 
sejak disusunnya perjanjian kredit sampai dengan penandatanganan akta 






debitur, sampai dengan pengaturan jaminan apa yang digunakan merupakan 
proses urgensi dalam perjanjian kredit. 
Banyak  sekali kredit yang tidak terselesaikan dengan baik atau kredit 
macet. Kredit macet akan berakibat terhadap debitur sesuai klausul-klausul 
dalam perjanjian kredit tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan suatu jaminan atas 
kredit yang diberikan tersebut untuk menjaga agar bank tidak mengalami 
kelumpuhan  dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan 
dana. Kemampuan  bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana 
masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh 
pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan bank tersebut kepada 
nasabah debiturnya. 
Jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit antara lain 
adalah jaminan kebendaan berupa jaminan Fidusia. Dalam jaminan Fidusia 
terdapat pengalihan hak kepemilikan atas barang dari debitur ke kreditur. 
Pengaalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. 
Dalam pelaksanaan pemberian jaminan Fidusia telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan 
pelaksanaan pemberian Jaminan  Fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang 
Fidusia, maka akan memberikan  hak dan kewajiban yang seimbang antara 
pihak Bank (kreditur) dengan Nasabah (debitur). Sehingga memberikan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Diskripsi Lokasi 
PD. BPR BKK Kebumen yang beralamat di Jalan Soka Petanahan km 
13, didirikan atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 
tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Surat Keputusan 
Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 15-5-1999 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan 
Rakyat dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
(PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah rovinsi Jawa 
Tengah Nomor 17). 
PD. BPR BKK Kebumen dipimpin oleh Direksi sebanyak 3(tiga) 
orang diantaranya sebagai Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur 
Umum. PD. BPR BKK Kebumen berfungsi sebagai salah satu lembaga 
intermediasi di Bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai 
Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tugas PD. BPR BKK Kebumen antara lain sebagai 
berikut: 
1. Merupakan salah satu lembaga penggerak ekonomi kerakyatan; 
2. Membantu menyediakan modal usaha mikro, kecil dan menengah; 
3. Memberikan pelayanan keuangan dengan cara mudah, murah dan 
mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha; dan 










1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan; 
2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah; 
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
deposito berjangka sertifikat deposito, Giro, atau jenis lainnya pada bank 
lain; dan 
4. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 
Struktur Organisasi 
Struktur organisasi disusun sebagai wadah pengelompokan pegawai 
berdasarkan jenis kegiatan yang ada di perusahaan. Secara fungsional jabatan 
di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
Kebumen yang selanjutnya disebut PD. BPR BKK Kebumen terdiri dari: 
1. Kantor Pusat: 
a. Dewan Pengawas; 
b. Direksi; 
c. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); 
d. Bidang Umum; 
e. Bidang Kredit; 
f. Bidang Dana; 
g. Sub Bidang Penghimpunan Dana; 
h. Sub Bidang Pengawasan Kredit; 
i. Sub Bidang Account Officer (AO); 
j. Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan, TI dan Akuntansi; 








2. Kantor Pusat Opresional (KPO)/Kantor Cabang: 
a. Pimpinan Kantor Pusat Oprasional (KPO)/Pimpinan Cabang; 
b. Kasi Pelayanan; 
c. Sie Akuntansi & Pelaporan; 
d. Customer Service; 
e. Sie Kas; 
f. Kasi Pemasaran; 
g. Sie kredit; 






















Bagan Susunan Organisasi PD. BPR BKK Kebumen adalah sebagai berikut: 
STRUKTUR ORGANISASI PD. BPR BKK KEBUMEN 




























































Tugas/Fungsi masing-masing adalah sebagai berikut: 
1. Dewan Pengawas : Mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum 
yang digariskan oleh pemegang saham, melaksanakan pengawasan, 
pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD. BPR BKK Kebumen. 
2. Direksi: 
a. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan 
seluruh kegiatan oprasional PD. BPR BKK Kebumen. 
b. Satu kesatuan pimpinan 
c. Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Kantor Bank Indonesia 
Setempat dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman 
penyusunan laporan bank. 
3. Direktur Utama: Mewakili perusahaan dan mengkoordinasi seluruh sumber 
daya perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
4. Direktur Pemasaran: Mengkoordinasikan sumber daya perusahaan dalam 
bidang pemasaran produk dan jasa terutama penyaluran dana dan menarik 
dana masyarakat. 
5. Direktur Umum: Mengkoordinasi sumber daya perusahaan dalam bidang 
operasional, memelihara dan mengembangkan fasilitas kerja. 
6. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI): 
a. Melakukan penilaian yang independent atas setiap kegiatan yang 
bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang 
ditetapkan oleh manajemen PD. BPR BKK Kebumen. 
b. Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan 
memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran 
organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif. 






d. Melaksanakan kegiatan audit baik secara menyeluruh atau bagian 
tertentu sesuai permintaan direksi. 
e. Melaporkan kepada direksi tentang hasil pelaksanaan audit dan 
rekomendasi tindak lanjut atas hasil temuan. 
7. Bidang Umum: Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 
mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan administrasi, 
hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, 
pengelolaan personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK 
Kebumen. 
8. Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan, TI, dan Akuntansi: Melakukan 
koordinasi, perencanaan, evaluasi, pemasukan data elektronik serta 
melaporkan kebijakan yang berhubungan dengan sistem teknologi 
informasi, melakukan pengkoordinasian kegiatan pemasukan dan 
pengeluaran data serta melakukan penerimaan dan pembukuan dari cabang 
dan bidang lain. 
9. Bidang Kredit: Melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan 
pemberian kredit, penagihan, pengadministrasian kredit dan pemantauan 
kolektibilitas kredit. 
10. Sub Bidang Pengawasan Kredit: Melakukan kordinasi kegiatan 
pengawasan penyaluran kredit, penyelamatan kredit dan penyelesaian 
kredit bermasalah. 
11. Sub Bidang Account Officer (AO): Melakukan identifikasi dan seleksi 
calon nasabah. 
12. Bidang Dana: Melakukan usaha dan koordinasi pengembangan dana dan 
pembinaan hubungan nasabah PD. BPR BKK Kebumen. 
13. Sub Bidang Penghimpunan Dana: Melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan 






14. Sie Kas/Kasir Kantor Pusat: Melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan 
pemasukan dan pengeluaran uang. 
15. Kantor Pusat Operasional: menjadi pusat laba perusahaan dengan 
merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan oprasional produktif di 
kantor pusat berupa pemasaran dan pemrosesan kredit dan pembinaan 
nasabah, pencatatan transaksi berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi 
perbankan, pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan 
yang dikehendaki oleh peraturan dan ketentuan perbankan dengan tujuan 
untuk mencapai sasaran dan target perusahaan. 
16. Kantor Cabang: Menjadi pusat laba perusahaan dengan merencanakan dan 
menyelenggarakan kegiatan oprasional produktif di kantor cabang berupa 
pemasaran dan pemrosesan kredit dan pembinaan nasabah, pencatatan 
transaksi berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi perbankan, pelaporan-
pelaporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan yang dikehendaki oleh 
peraturan dan ketentuan perbankan dengan tujuan untuk mencapai sasaran 
dan target perusahaan. 
17. Kepala Seksi Pemasaran: Sebagai agen perusahaan untuk suatu wilayah 
kerja operasional guna menciptakan, mengembangkan pertumbuhan bisnis 
dan penetrasi pasar dengan penekanan pada aspek penyaluran kredit yang 
sehat dan merata serta penghimpunan dana pihak ketiga yang mampu 
mendukung likuiditas. 
18. Kepala Seksi Pelayanan: Melaksanakan kegiatan operasional kantor 
cabang/pusat meliputi pelayanan transaksi kas, penyelenggaraan sistem 
akuntansi atas transaksi kantor cabang/pusat oprasional, menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan kantor cabang/pusat oprasional, menyusun 
dan menyampaikan pelaporan-pelaporan yang dikehendaki oleh peraturan 
dan ketentuan perbankan, menyelenggarakan administrasi kredit dan 
penanggulanagn kredit bermasalah, serta menyelenggarakan administrasi 






19. Seksi dana: Sebagai agen perusahaan untuk meningkatkan penyimpanan 
dana masyarakat dan lembaga baik dalam bentuk tabungan, deposito, 
penyimpanan dalam rangka kerja sama sehingga meningkatkan 
kemampuan keuangan perusahaan. 
20. Seksi kredit: Sebagai agen perusahaan untuk penyaluran kredit yang sehat, 
melakukan pembinaan nasabah pada lingkup kerjanya, dan melakukan 
penanganan kredit bermasalah. 
21. Costumer service: Memberikan pelayanan terhadap nasabah/calon nasabah 
baik nasabah penabung/peminjam. 
22. Sie Akuntansi dan Pelaporan: melakukan koordinasi, perencanaan, 
evaluasi, pemasukan data elektronik serta melaporkan kebijakan yang 
berhubungan dengan sistem teknologi informasi, melakukan 
pengkoordinasian kegiatan pemasukan dan pengeluaran data serta 
melakukan pembukuan transaksi mutasi di kantor cabang/KPO. 
23. Sie Kas/Kasir Kantor Cabang/KPO: melakukan pembayaran dan menerima 
kas, menyimpan dana dengan aman, dan menjaga likuiditas. 
Ada 19 Kantor Cabank BKK di Kabupaten Kebumen, antara lain adalah: 
1. Kantor Cabang Petanahan 
2. Kantor Cabang Rowokele 
3. Kantor Cabang Buayan 
4. Kantor Cabang Mirit 
5. Kantor Cabang Ayah 
6. Kantor Cabang Kwarasan 
7. Kantor Cabang Ambal 
8. Kantor Cabang Puring 
9. Kantor Cabang Adimulyo 






11. Kantor Cabang Karanggayam 
12. Kantor Cabang Prembun 
13. Kantor Cabang Gombong 
14. Kantor Cabang Alian 
15. Kantor Cabang Klirong 
16. Kantor Cabang Sadang 
17. Kantor Cabang Pejagoan 
18. Kantor Cabang Sempor 
19. Kantor Cabang Kutowinangun 
Produk PD. BPR BKK Kebumen antara lain sebagai berikut: 
1. Tamades 
No Keterangan Suku Bunga 
1. Tamades Wajib 0 % / tahun 
2. Tamades Pelajar 5 % / tahun 
3. Tamades Haji 0 % / tahun 
4. Tamades Umum 6 % / tahun 
5. Tamades Plus 5 % / tahun dihitung saldo rata-rata harian 
minimal Rp 25.000,- 
2. Deposito 
No Tabungan Jangka Waktu Suku Bunga 
1. Deposito 1 bulan 8% /pa 
2. Deposito 3 bulan 8,5% /pa 
3. Deposito 6 bulan 9% /pa 
4. Deposito 12 bulan 10% /pa 
Catatan: 
a. Suku bunga terhitung mulai tanggal 15 September 2009. 
b. Dijamin oleh  LPS. 






d. Pembukuan rekening baru minimal Rp 10.000,- untuk  pelajar. 
3. Pinjaman 
a. Pinjaman Umum è 0 – 10 juta à bunga 2% / tahun, 10 – 100 juta à 
bunga 1,5% / tahun, 100-200 juta à 1,33% / tahun, >200 juta 1,3% / 
tahun. 
b. Pinjaman Karyawan (instansi lain) è 1,67% anuitas menurun atau 1% 
flat. 
c. Pinjaman Kesejahteraan (pegawai BKK) è 1,25% anuitas menurun. 
B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia  di Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR 
BKK) Kebumen Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. 
Pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak PD. BPR BKK Kebumen 
dilakukan melalui proses pemberian kredit yang benar dan sehat sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya 
menyangkut masalah pemberian kredit bank dan usaha Bank Perkreditan 
Rakyat. Proses pemberian kredit yang dilakukan secara teliti dan cermat sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PD. BPR BKK Kebumen, 
merupakan hal yang penting bagi pihak bank agar dapat mengetahui letak 
kesalahan, apabila suatu saat terjadi masalah dalam pemberian fasilitas kredit 
tersebut. 
Proses pemberian kredit pada PD. BPR BKK Kebumen dimulai sejak 
nasabah mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan fasilitas 
kredit kepada nasabah. Permohonan kredit dari nasabah kepada pihak bank 
mencakup: 
1. Permohonan untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. 
2. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 







Pelaksanaan proses pemberian kredit oleh pihak bank dilakukan 
menurut jenis fasilitas kredit yang diminta dan jenis jaminan yang diberikan 
oleh calon debitur. Proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PD. 
BPR BKK Kebumen dilaksanakan melalui bebarapa tahapan, antara lain 
(wawancara dengan Bapak Kasino Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Kebumen, 
31 Mei 2010): 
1. Permohonan Kredit 
Pengajuan permohonan kredit dari nasabah dilakuan secara 
tertulis dalam bentuk surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh 
nasabah secara lengkap dan sah. Surat permohonan kredit diajukan kepada 
bagian kredit PD. BPR BKK Kebumen. Nasabah mengisi daftar isian 
permohonan yang telah disediakan oleh pihak bank secara benar dan 
lengkap.  Daftar isian permohonan kredit merupakan daftar standart yang 
berisi mengenai hal-hal sebagai berikut: 
a. Nama beserta keterangan lengkap pemohon yang terdiri dari 
tempat dan tanggal lahir, nomor KTP, alamat, pekerjaan, status 
perkawinan, dll.; 
b. Jumlah permohonan pinjaman; 
c. Jangka waktu; 
d. Penggunaan; 
e. Jaminan yang diberikan; dan 
f. Lampiran berupa foto copy KTP suami/istri, foto copy Kartu 
Keluarga & surat nikah, Pas foto, jaminan (SHM, SHGB, Letter C), 
Jaminan kendaraan bermotor (BPKB). 
Yang kemudian ditandatangani oleh calon nasabah dan oleh istri/suami 
apabila sudah berkeluarga. 
2. Analisa Kredit 
Permohonan kredit dari nasabah dianalisa oleh bagian kredit PD. 






berbagai laporan dan informasi serta untuk menafsirkan/menilai besarnya 
nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Analisa kredit dilakukan 
dengan menggunakan prinsip 5C + constraint, yaitu: 
g. Watak (character). 
Di sini perlu diperhatikan mengenai kepribadian, moral dan 
kejujuran dari calon nasabah serta tanggung jawabnya. Hal tersebut 
adalah untuk mengetahui apakah calon nasabah nantinya dapat 
memenuhi kewajiban prestasinya kepada pihak bank. Karakter calon 
nasabah ini dapat juga dilihat pada kebenaran dalam mengisi formulir 
permohonan kredit dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ke 
lapangan berkenaan dengan data-data yang diisikannya. Karakter 
calon nasabah juga dapat dilihat dari riwayat peminjam yang berasal 
dari pihak ketiga, misalnya informasi dari bank lain. 
h. Kemampuan (capacity) 
Yaitu kemampuan nasabah dalam mengembangkan dan 
mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan 
fasilitas kredit yang diberikan serta kemampuannya dalam 
mengembalikan pinjaman (ability to pay). Kemampuan calon nasabah 
oleh PD. BPR BKK Kebumen dilihat dari dipertimbangkan dari data 
ataupun keterangan mengenai usaha yang dijalankan dan penghasilan 
perhari dari calon nasabah yang diisikan pada formulir pengajuan 
kredit. Disamping itu bagian kredit melakukan pengecekan langsung 
mengenai usaha yang dijalankan calon nasabah. 
i. Modal (capital). 
Yaitu modal usaha dari calon nasabah yang telah ada tersedia 
sebelum mendapat fasilitas kredit. PD. BPR BKK Kebumen dalam 
memberikan kreditnya jarang memberikan kredit yang bersifat modal 






menambah atau memajukan usaha yang telah ada yang dilakukan 
calon nasabah. 
j. Jaminan (collateral). 
Jaminan di sini berarti kekayaan dari calon nasabah yang dapat 
diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan kredit di kemudian 
hari apabila penerima kredit tidak dapat melunasi ataupun 
mengembalikan kreditnya. Jaminan yang diberikan calon nasabah ini 
merupakan benteng bagi keselamatan pengguna kredit. Oleh karena 
itu nilai jaminan yang diajukan harus sebanding dengan kredit yang 
diminta dan dalam hal ini pihak PD. BPR BKK Kebumen akan 
melihat langsung ke lapangan untuk memeriksa keadaan barang yang 
dijadikan jaminan. 
k. Keadaan ekonomi (conditionofeconomy). 
Bank harus menganalisis keadaan ekonomi dan iklim usaha 
yang berhubungan dengan usaha calon debitur, sehingga dapat 
mengetahui prospek dari usaha yang dibiayai. 
l. Hambatan (Constraint). 
Hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang 
melakukan bisnis di suatu tempat. 
Proses analisa terhadap berbagai laporan, informasi, serta tafsiran 
dari nilai jaminan calon debitur yang telah dilakukan oleh pihak bagian 
kredit, kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kunjungan ke tempat 
calon debitur oleh penilik untuk memastikan kebenaran informasi yang 
diberikan oleh calon debitur, serta untuk mengetahui kondisi barang yang 
dijaminkan secara nyata dan benar. Hasil analisa kredit digunakan sebagi 
pertimbangan terhadap fasilitas kredit. Apakah nantinya fasilitas kredit itu 
akan diberikan seluruhnya, sebagian atau akan ditolak sangat ditentukan 
dari hasil analisis kemampuan nasabah untuk mengembalikan utang-






3. Keputusan Kredit 
Pelaksanaan analisa kredit dan kunjungan ke tempat calon debitur 
merupakan dasar bagi bagian kredit PD. BPR BKK Kebumen untuk 
mengajukan usulan ke pemutus. Wewenang sebagai pemutus berada di 
tangan pimpinan cabang atau pegawai yang mendapat delagasi limit 
pemberian fasilitas kredit. Pemutus mempunyai wewenang untuk 
(wawancara dengan Ibu Setio Budiarti Sie Kredit PD. BPR BKK 
Kebumen, 31 Mei 2010): 
a. Menolak permohonan kredit 
Penolakan permohonan kredit diberikan bagi permohonan 
kredit yang nyata-nyata secara teknis tidak memenuhi syarat. 
Keputusan penolakan permohonan kredit disampaikan secara tertulis 
kepada calon debitur disertai alasan penolakan.  
b. Menyetujui permohonan kredit 
Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan pihak bank 
untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan kredit calon 
debitur. Persetujuan permohonan kredit disampaikan secara tertulis 
kepada debitur dengan mencantumkan ketentuan sebagai berikut: 
1) Identitas debitur 
2) Jenis kredit 
3) Tujuan penggunaan kredit 
4) Plafon kredit 
5) Jangka waktu kredit 
6) Angsuran kredit 
7) Bunga kredit 
8) Provisi kredit 
9) Biaya administrasi 






Surat persetujuan kredit tersebut diklasifikasikan berdasarkan 
jumlah permohonan kredit dan akan dimintai persetujuan serta 
ditandatangani oleh: 
1) Di bawah Rp 25 juta kepada Pimpinan Cabang. 
2) Di atas Rp 25 juta ke kantor pusat : 
a) 25-50 juta kepada Kepala Bidang Kredit (Pusat) 
b) 50-100 juta kepada Direktur Pemasaran 
c) 100-200 juta kepada Direktur Utama 
d) 200 juta ke atas kepada Ketua Dewan Pengawas 
4. Pembuatan Perjanjian Kredit 
Setelah permohonan kredit disetujui, debitur kemudian 
menghadap ke bagian kredit untuk membuat perjanjian kredit. Ada dua 
macam perjanjian kredit yang dibuat di PD.BPR BKK Kebumen, yaitu 
perjanjian kredit di bawah tangan yang disahkan oleh notaris dan 
perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris. Surat perjanjian kredit yang 
sering digunakan oleh PD. BPR BKK Kebumen adalah perjanjian kredit di 
bawah tangan yang disahkan oleh notaris. Surat perjanjian kredit memuat 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Besar kredit yang disetujui (plafon kredit) 
b. Jenis kredit (tujuan penggunaan) 
c. Provisi 
d. Biaya administrasi kredit 
e. Jangka waktu kredit 
f. Jaminan kredit yang diberikan 
g. Angsuran kredit 
h. Bunga kredit 
i. Denda keterlambatan 
j. Domisili 






Jangka waktu kredit ditentukan berdasarkan perjanjian yang 
dibuat antara pihak bank dan pihak debitur. Semua biaya-biaya baik 
langsung maupun tidak langsung yang disebabkan karena pemberian kredit 
oleh bank adalah menjadi beban dan wajib dibayarkan oleh peminjam.  
Semua tercantum dalam peraturan umum sementara pemberian kredit PD. 
BPR BKK Kebumen. 
Tingkat bunga ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian 
lainny dan melalui pertimbangan pada tanggal dilakukan penarikan seluruh 
atau sebagian dari jumlah kredit. Bunga dihitung dengan sistem bulanan 
bahwa bulan dihitung 30 hari. 
Untuk kepentingan agar bank tidak sampai dirugukan dari 
kemungkinan tidak kembalinya kredit, debitur diwajibkan memberikan 
jaminan berupa barang-barang dengan cara memberi kuasa 
menjual/penyerahan hak milik dalam kepercayaan (fidusia) atau lainnya 
yang oleh bank dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
Debitur wajib menjadi peserta asuransi jiwa kolektif yang 
diselenggarakan bank, atau karena permintaan debitur tidak mengikuti 
asuransi jiwa yang dimaksud maka apabila debitur meninggal dunia, 
semua kewajiban debitur menjadi tanggung jawab ahli warisnya. 
Jikalau tidak dipilih tempat kedudukan yang khusus dengan 
penandatanganan perjanjian lainnya, maka debitur memilih tempat 
kedudukan atau domisili yang dapat diubah di tempat kedudukan bank. 
Pemberian kredit di PD. BPR BKK Kebumen selalu dituangkan 
dalam bentuk perjanjian tertulis, dimana pihak bank telah menyediakan 
suatu formulir perjanjian yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu 
secara sepihak oleh pihak bank. Kepada calon nasabah pihak bank hanya 






pendapatnya. Apabila calon nasabahnya menyetujui isi dari perjanjian 
yang telah dibuat secara sepihak itu, maka perjanjian kredit itupun 
diadakan. Adapun hal-hal lainnya yang belum diisikan ke dalam blanko 
formulir perjanjian itu adalah hal-hal yang tidak mungkin untuk diisikan 
sebelumnya ke dalam blanko formulir tersebut. Hal-hal lain tersebut antara 
lain berisi mengenai: besarnya jumlah pinjaman, bunga, tujuan dari 
penggunaan kredit serta jangka waktu pengembalian kredit ( wawancara 
dengan Bapak Kasino Kepala Seksi Pemasaran PD.BPR BKK Kebumen, 
31 Mei 2010) . 
Dengan melihat kenyataan tersebut di atas telah menunjukkan 
kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam preakteknya perjanjian kredit 
yang diadakan di bank-bank termasuk dalam hal ini di PD. BPR BKK 
Kebumen telah tumbuh menjadi suatu perjanjian yang berbentuk 
standard/baku, karena telah dibuat sebelumnya secara sepihak oleh pihak 
bank. 
Sekilas jika kita melihat perjanjian kredit yang terjadi di PD. BPR 
BKK Kebumen tersebut adalah tidak memenuhi unsur yang terkandung 
dalam Pasal 1320 ayat 1 jo Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tentang 
kesepakatan dalam membuat perjanjian dan mengenai azas kebebasan 
berkontrak dalam membuat setiap perjanjian, karena isi dari perjanjian 
kredit bank itu telah dibuat secara sepihak oleh pihak bank dan telah 
dituangkan ke dalam sebuah formulir di mana pihak nasabahnya sendiri 
tidak turut campur sedikitpun di dalam pembuatannya. 
Namun demikian apabila dikaji lagi secara mendalam, 
sesungguhnya perjanjian kredit yang diadakan antara pihak bank dengan 
nasabahnya ini tidaklah dapat dikatakan tidak memenuhi kesepakatan dan 
telah melanggar azas kebebasan berkontrak secara mutlak, karena dalam 
hal ini walaupun pihak nasabah tidak turut serta merumuskan isi dari 






mereka, sebelumnya pihak bank akan memberikan formulir perjanjian 
tersebut untuk dipelajari dan dibaca isinya oleh calon nasabah serta 
menerangkan isi dan syarat dari perjanjian kredit tersebut, maka perjanjian 
tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian bagi calon nasabah masih ada 
kebebasan untuk menyetujui isi dari perjanjian tersebut maupun tidak, jika 
calon nasabah menyetujui isi dan syarat dari perjanjian itu, maka dianggap 
telah ada kesepakatan untuk mengadakan perjanjian dan jika tidak 
menyetujui maka perjanjian kredit itupun tidak diadakan. 
Perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis merupakan alat bukti 
untuk kepentingan hukum masing-masing pihak. Dengan adanya bukti 
tertulis itu maka masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu 
mempunyai bukti yang kuat apabila di kemudian hari terjadi sengketa 
diantara kedua belah pihak, khususnya dalam perjanjian kredit bank yang 
banyak mengandung risiko yang berkaitan dengan masalah keuangan. 
Adapun alasan lain yang menjadikan dasar pihak bank 
menyediakan formulir perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu ini 
(telah dibakukan) adalah semata-mata demi efisiensi waktu serta tenaga, 
karena dengan telah dibuat sebelumnya diharapkan dapat melayani 
pemberian kredit secara cepat dan mudah bagi masyarakat karena 
dianggap lebih praktis (wawancara dengan Bapak Kasino Kasi Pemasaran 
PD. BPR BKK Kebumen (3 Mei 2010). 
5. Pembebanan Jaminan Fidusia 
Tindakan nasabah selanjutnya setelah menandatangani perjanjian 
kredit dengan pihak PD. BPR BKK Kebumen adalah dengan penyerahan 
jaminan secara fidusia kepada pihak bank. Penyerahan jaminan fidusia 
merupakan penyerahan jaminan secara kepercayaan, sehingga dalam 
penyerahan jaminan secara fidusia yang berpindah tangan hanya hak 
kepemilikan atas benda jaminan, sedangkan hak penguasaan atas benda 






kepercayaan berisi mengenai barang-barang yang diserahkan sebagai 
jaminan, harga taksiran dan tempat penyimpanan barang-barang. Benda-
benda jaminan yang diserahkan secara fidusia menjadi milik PD. BPR 
BKK Kebumen sejak saat debitur melakukan penyerahan atas benda-benda 
tersebut. Sehingga debitur tidak diperbolehkan menjual atau 
memindahtangankan barang jaminan kepada orang lain selama kredit 
belum dilunasi. Dalam hal ini debitur hanya sebagai pemakai. 
Pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia di PD. BPR BKK 
kebumen telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia. Pengikatan jaminan fidusia dilakukan dengan 
pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, sesuai dengan Pasal 5 ayat 
(1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut 
memuat hal-hal antara lain: 
a. Hari, tanggal dan waktu (jam) pembuatan akta; 
b. Identitas para pihak (pemberi dan penerima fidusia); 
c. Data perjanjian pokok yang dijamin secara fidusia; 
d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; 
e. Nilai jaminan; dan 
f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 
Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia. 
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan 
bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian 
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 
suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau 
tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian 
berarti kelahiran dan keberadaan perjanjian jaminan fidusia ditentukan 
oleh adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus 
tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat 






Sebagai suatu perjanjian accessoir, perjanjian jaminan fidusia 
memiliki sifat sebagai berikut: 
a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; 
b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian 
pokok; 
c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika 
ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak 
dipenuhi. 
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia 
Kewajiban penerima fidusia setelah akta fidusia dibuat adalah 
melaksanakan pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai 
dengan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 
1999 tentang Jaminan fidusia, maka PD. BPR BKK Kebumen telah 
melaksanakan pendaftaran terhadap jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia 
ini dilaksanakan untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan jaminan 
kepastian hukum bagi kreditur atas benda jaminan fidusia tersebut. 
Penerima fidusia yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia mempunyai 
hak mendahului (preferent) dari kreditur-kreditur lain, dalam hal 
pelunasan hutang. 
PD. BPR BKK Kebumen melaksanakan pendaftaran jaminan 
fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia yang 
berwenang dalam hal ini adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di 
Jawa Tengah, yaitu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di 
kota Semarang. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor 
pendaftaran tersebut tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak 
PD.BPR BKK Kebumen, melainkan mengusahakan pelaksanaan 
pendaftaran jaminan fidusia tersebut kepada notaris yang telah ditunjuk 
oleh pihak bank. Hal tersebut diperbolehkan dan terdapat pada Pasal 13 






Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut melampirkan 
pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat: 
a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 
b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat 
kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; 
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 
d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; 
e. Nilai penjaminan; dan 
f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 
Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Jaminan 
Fidusia, setelah permohonan pendaftaran jaminan fidusia diterima oleh 
kantor pendaftaran fidusia, kemudian kantor pendaftaran fidusia mencatat 
jaminan fidusia yang didaftarkan tersebut ke dalam Buku Daftar Fidusia. 
Pencatatan jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia dilaksanakan 
pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia. 
Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada 
penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama 
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setifikat tersebut 
merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang 
hal-hal yang termuat dalam pernyataan permohonan pendaftaran jaminan 
fidusia. Untuk kemudian jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama. 









Sebagai kepastian dan kekuatan hukum dalam melakukan 
eksekusi terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia mempunyai 
titeleksekutorial “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA”. Berdasarkan title eksekutorial tersebut, maka 
sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang 
dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), maka keberadaan 
titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia memberikan hak kepada 
PD. BPR BKK Kebumen untuk menjual benda yang menjadi obyek 
jaminan fidusia melalui pelaksanaan lelang. Oleh karena itu dalam 
Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi 
Jaminan Fidusia ini melalui pranata parate eksekusi. 
Namun pada kenyataannya di PD. BPR BKK Kebumen, tidak 
semua akta jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. 
Adapun karena berbagai pertimbangan dari pihak bank mengenai lokasi 
Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia yang letaknya di Semarangyang jaraknya jauh dari 
Kabupaten Kebumen(+ 250 km) dan besarnya biaya-biaya yang harus 
dikeluarkan baik untuk biaya transportasi dan membayar biaya notaris. 
Sehingga menjadi pertimbangan pihak bank untuk mendaftarkan atau tidak 
mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena dengan biaya yang 
besar tersebut akan membebankan pihak nasabah (wawancara dengan 
Bapak Kasino Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Kebumen 31 Mei 2010). 
 Dari hasil wawancara dengan Notaris Missi Indralana, S.H. 
selaku salah satu Notaris yang ditunjuk untuk membuat akta jaminan 
fidusia di PD. BPR BKK Kebumen, pihak bank hanya mendaftarkan akta 
jaminan fidusia apabila merupakan suatu kredit dalam jumlah yang besar 
dan apabila kredit dirasa sudah tidak sehat lagi (berpeluang macet). Hal ini 






kredit kecil (antara 1 juta – 5 juta) dan dalam jangka waktu yang  tidak 
terlalu lama (relatif singkat+ 1 tahun), dan apabila harus didaftarkan maka 
akan memberatkan pihak nasabah yang harus menanggung beban-beban 
biaya untuk pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut (wawancara dengan 
Notaris Missi Indralana, S.H. selaku salah satu Notaris PD. BPR BKK 
Kebumen, 27 Mei 2010).  
7. Pencairan Fasilitas Kredit 
Setelah semua syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah 
telah terpenuhi, termasuk pengikatan jaminan dan penandatanganan 
warkat-warkat kredit, maka pihak PD. BPR BKK Kebumen akan 
memberikan pencairan fasilitas kredit kepada debitur. 
Debitur yang telah menerima pencairan fasilitas kredit tersebut 
diwajibkan menjadi peserta asuransi jiwa debitur kolektif yang 
diselenggarakan PD. BPR BKK Kebumen. Apabila debitur tidak 
mengikuti asuransi jiwa debitur kolektif dan debitur meninggal dunia, 
maka semua kewajiban debitur menjadi tanggung jawab ahli warisnya. 
8. Eksekusi Jaminan Fidusia 
Di dalam praktek eksekusi benda jaminan fidusia yang debiturnya 
melakukan wanprestasi tetap menjadi kendala, karena meskipun fidusianya 
didaftarkan, eksekutorial jaminan fidusianya tidak mudah dilaksanakan, 
terkendala mendapatkan perlawanan dari pihak yang menguasai benda 
obyek fidusia. Walaupun demikian, pihak PD BPR BKK Kebumen tidak 
pernah melalui jalur lelang dalam eksekusi benda jaminan. Alasannya 
antara lain: 
a. Prosedur lelang yang rumit; 
b. Waktu yang lama; 






PD. BPR BKK Kebumen selalu menggunakan musyawarah untuk 
memperoleh kesepakatan bersama. Pada prakteknya PD. BPR BKK 
Kebumen selalu dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara 
negosiasi. Hal yang paling sering dilakukan bila debitur tidak mampu 
melunasi utangnya kepada pihak bank adalah dengan penarikan pihak 
ketiga sebagai pembeli atas benda jaminan yang difidusiakan. Karena 
menurut pihak bank jalur lelang sangat rumit dan membuang banyak 
waktu, padalah pihak bank harus segera mendapatkan pelunasan atas utang 
tersebut. Kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga, pihak bank akan 
mengambil hasil penjualan sebagai pelunasan atas utang debitur, 
sedangkan sisanya dikembalikan kepada debitur (wawancara dengan 
Bapak Kasino Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Kebumen, 31 Mei 2010). 
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan 
Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen. 
Banyak hal yang dapat mempengaruhi terlaksananya perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia di PD. BPR BKK Kebumen secara baik dan sehat. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain adalah: 
1. Faktor Internal 
Faktor internal meliputi bank, nasabah, benda jaminan, perjanjian 
antara para pihak dan hubungan hukum diantara para pihak. Faktor ini 
sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia 
di PD. BPR BKK Kebumen, karena berhubungan langsung dengan unsur-









a. Bank (kreditur) 
Bank (kreditur) merupakan pihak yang memiliki posisi paling 
kuat dalam hal sebagai pemilik dana yang dipinjam oleh nasabah 
(debitur). Ada atau tidaknya suatu kredit sangat dipengaruhi oleh 
persetujuan dari bank melalui direksi-direksinya. Karena itulah bank 
memiliki posisi dominan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia. 
Kebijakan bank dapat berupa sikap dan peraturan-peraturan 
umum baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua hal tersebut sangat 
mempengaruhi dapat tidaknya perjanjian kredit dengan jaminan 
fidusia dilaksanakan dengan baik dan sehat. Kebijakan ini dapat 
dilihat mulai dari saat pengajuan kredit, pembebanan jaminan fidusia 
hingga pencairan fasilitas kredit oleh pihak bank kepada nasabah. Tata 
cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah adalah contoh 
kebijakan bank yang merupakan pertimbangan bank untuk 
memberikan kredit kepada nasabah ataupun tidak. Oleh karenanya 
kebijakan bank menjadi sangat penting ketika perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia di PD. BPR BKK Kebumen dilaksanakan. 
b. Nasabah (debitur) 
Nasabah (debitur)juga memiliki peran penting dalam 
terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, karena nasabah 
lah yang membutuhkan dana dari pihak bank yang akan digunakan 
untuk keperluannya. Kredit dapat berjalan dengan baik apabila 
nasabah memiliki itikad baik dan sikap kooperatif terhadap bank. 
Tindakan-tindakan nasabah seperti memberikan informasi palsu, tidak 
melaksanakan peraturan yang telah dibuat bank dan tidak memenuhi 
prestasinya yang telah disepakati bersama dengan bank akan 
menghambat terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia 






c. Benda Jaminan 
Benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak dan tidak 
bergerak yang tidak diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan. 
Benda yang dimaksudantara lain kendaraan bermotor, mesin-mesin 
pabrik, alat-alat pabrik, dan lain sebagainya. PD. BPR BKK Kebumen 
mensyaratkan nilai dari benda jaminan harus lebih besar dari fasilitas 
kredit yang diajukan oleh nasabah. Apabila terjadi kredit macet, maka 
benda jaminan akan menjadi obyek dalam pelunasan sisa kredit yang 
belum terbayar nasabah kepada pihak bank. Benda jaminan yang 
karena tidak dirawat dengan baik oleh pihak nasabah atau yang oleh 
karena keadaan tertentu (sebagai contoh bencana alam) sehingga nilai 
dari benda tersebut berkurang dan tidak sebagimana mestinya 
(mengalami depresiasi), akan merugikan pihak bank karena benda 
tersebut tidak mampu menutupi utang yang belum terlunasi. 
PD. BPR BKK tidak mensyaratkan asuransi terhadap benda 
jaminan. Kelemahannya adalah jika suatu saat benda tersebut lenyap, 
hilang, atau musnah karena keadaan memaksa (force majeur), sebagai 
contoh karena bencana alam, pihak bank tidak bisa meminta 
pelunasan utang dari benda jaminan ketika nasabah tidak mampu lagi 
membayar utangnya. Padahal dalam fidusia, benda jaminan tersebut 
berada di tangan nasabah dan nasabah masih dapat menggunakan 
benda tersebut untuk kepentinngannya. Keadaan seperti ini akan 
sangat merugkan pihak bank. 
d. Hubungan Hukum 
Menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah akan sangat 
menunjang pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia dengan baik 






mengakibatkan hubungan hukum antara PD. BPR BKK Kebumen 
dengan Nasabah.Hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain: 
1) Kewajiban nasabah (debitur) 
a) Debitur wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas barang-
barang yang dijadikan jaminan, termasuk didalamnya 
memperbaiki, mengganti kehilangan barang, serta 
memelihara dan mengurus sebaik-baiknya.  
b) Setiap kerugian yang ditimbulkan oleh karena kerusakan atas 
barang-barang menjadi kewajiban bagi debitur untuk 
menanggungnya. 
c) Debitur wajib berusaha dengan sebaik-baiknya terhadap 
barang-barang yang dijaminkan untuk menghindarkan dan 
mengurangi kemerosotan dari nilai barang tersebut. 
d) Debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek 
jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan 
fidusia. 
e) Apabila benda tersebut menurut sifatnya dan tujuannya 
adalah untuk diperdagangkan, maka adanya kewajiban untuk 
melapor secara tertulis. 
f) Debitur berkewajiban untuk melunasi pinjaman dengan 
jaminan fidusia sesuai dengan jangka waktu yang telah 
ditentukan. 
g) Debitur wajib untuk membayar bunga atas kredit yang 
diperoleh dengan jaminan fidusia. 
2) Hak nasabah (debitur) 
1) Debitur berhak untuk menguasai benda jaminan dan 
mempergunakannya dalam kegiatan usaha. 
2) Apabila persyaratan dan prosedur untuk memperoleh kredit 







3) Debitur berhak untuk menarik jaminan fidusia atas barang 
tersebut apabila menurut penilaian kreditur bahwa kredit 
tersebut dikatakan lunas. 
4) Debitur berhak untuk menerima kembali sisa uang hasil 
penjualan jaminan setelah dikurangi dengan pinjaman pokok 
bunga dan biaya yang timbul dari penjualan tersebut. 
3) Kewajiban bank (kreditur) 
1) Kreditur berkewajiban untuk menyerahkan benda jaminan 
secara fidusia apabila debitur telah melunasi utangnya. 
2) Kreditur berkewajiban untuk menyediakan dana bagi debitur 
yang membutuhkan kredit. 
3) Kreditur berkewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia 
kepada kantor pendaftaran fidusia. 
4) Hak bank (kreditur) 
1) Kreditur berhak untuk memanggil kepada debitur apabila 
debitur menyalahgunakan kekuasaannya terhadap benda-
benda yang dijadikan obyek jaminan 
2) Kreditur berhak untuk memeriksa, mengawasi terhadap 
benda-benda yang dijadikan obyek jaminan. 
3) Kreditur berhak untuk menjual benda jaminan yang berada 
dalam penguasaan debitur apabila debitur wanprestasi. 
2. Faktor Eksternal 
Selain faktor-faktor internal, pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor 
eksternal tersebut antara lain meliputi lokasi, biaya, keadaan ekonomi, 
force majeur dan kebijakan pemerintah: 
a. Lokasi 
Lokasi menjadi sangat mempengaruhi pelaksanaan 






Kewajiban kreditur untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada 
Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi sangat memberatkan apabila 
jarak antara PD. BPR BKK Kebumen dan Kantor Pendaftaran Fidusia 
di Kota Semarang sangat jauh. Walaupun masih berada dalam satu 
provinsi Jawa Tengah, namun jarak antara kota Semarang dan 
kabupaten Kebumen sangat jauh (+ 250 km). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasino (Kepala 
Seksi Pemasaran PD. BPR BKK Kebumen) pada tanggal 31 Mei 
2010, Ibu Setia Budiarti (Bagian Kredit PD. BPR BKK Kebumen) 
pada tanggal 31 Mei 2010 dan Missi Indralana, S.H. notaris PD. BPR 
BKK Kebumen pada tanggal 27 Mei 2010 , pihak bank sangat 
memperhatikan jarak yang harus ditempuh untuk melakukan 
pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Jarak 
tersebut akan dikorelasikan dengan biaya yang harus dikeluarkan 
untuk membiayai transportasi dan ongkos lain untuk melakukan 
pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di 
Semarang. Adapun biaya tersebut akan sangat membebankan pihak 
nasabah, karena biaya tersebut ditanggung oleh nasabah sebagai 
debitur atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD.BPR BKK 
Kebumen. Sehingga terkadang pihak PD. BPR BKK Kebumen hanya 
akan mendaftarkan apabila kredit sebagai perjanjian pokok dirasa 
sudah kurang sehat, baru akta jaminan fidusia akan didaftarkan ke 
Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang, karena pada Jaminan 
Fidusia tidak dikenal batas waktu (daluwarsa) dalam pendaftarannya.  
b. Biaya  
Pertimbangan biaya akan sangat mempengaruhi kebijakan 
bank. Pengeluaran biaya yang terlalu besar akan merugikan pihak PD. 
BPR BKK Kebumen. Oleh karenanya pihak bank akan meminimalisir 






penting bagi pihak bank akan ditiadakan. Dalam hal perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia terkadang pihak PD. BPR BKK Kebumen 
terkadang lebih memilih menggunakan perjanjian kredit di bawah 
tangan yang disahkan oleh notaris dibandingkan dengan akta yang 
dibuat oleh notaris karena dirasa lebih murah. Kalau dilihat dari kaca 
hukum kita akta notaril lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan 
akta bawah tangan. 
Pendaftaran jaminan fidusia juga sangat dipengaruhi oleh 
besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak PD. BPR BKK 
Kebumen. Dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 
pendaftaran jaminan fidusia sangat besar, pihak bank sangat jarang 
mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 
Biaya tersebut dirasa merugikan pihak PD. BPR BKK Kebumen, oleh 
karena itu pihak bank hanya akan mendaftarkan akta jaminan fidusia 
apabila debitur mulai macet dalam pembayaran angsuran kreditnya. 
Apalagi jaminan fidusia tidak memiliki jangka waktu daluwarsa 
pendaftaranya. PD. BPR BKK Kebumen yang sebagian kreditnya 
adalah kredit dalam sekala kecil berkisar antara 1-5 juta rupiah sangat 
memperhatikan besarnya beban yang harus ditanggung oleh nasabah 
apabila harus mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran 
Fidusia di Semarang. Ketidak seimbangan antara besarnya kredit 
dengan biaya tambahan yang harus ditanggung nasabah untuk 
mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia di 
Semarang ini akan berpengaruh terhadap keinginan calon debitur 
untuk melakukan permohonan kredit di PD. BPR BKK Kebumen 
(wawancara dengan Bapak Kasino Kepala Seksi Pemasaran PD. BPR 








c. Keadaan Ekonomi 
Buruknya keadaan ekonomi menyebabkan banyak 
masyarakat membutuhkan kredit baik untuk modal usaha bahkan 
untuk membeli barang-barang konsumtif. Dilain pihak buruknya 
keadaan ekonomi juga akan menghambat terlaksananya dengan baik  
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Menurunnya nilai jual benda 
yang dijadikan jaminan dan menurunnya kemampuan debitur untuk 
membayar angsuran kredit mengakibatkan perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Menurunnya 
nilai jual benda yang dijadikan jaminan akan menyulitkan pihak bank 
dalam hal eksekusi benda jaminan ketika debitur tidak mampu lagi 
untuk membayar utangnya lagi kepada pihak bank. 
d. Force Majeur 
Hilang atau musnahnya barang yang dijadikan jaminan akibat  
bencana alam, pencurian, kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya 
karena keadaan memaksa (force majeur) adalah bukan merupakan 
kehendak/kemauan dari debitur. Apalagi benda jaminan fidusia di PD. 
BPR BKK Kebumen tidak diasuransikan. Keadaan seperti ini sangat 
menyulitkan pihak bank. Pihak debitur hanya menyetujui perjanjian 
bahwa apabila benda jaminan rusak atau musnah debitur akan 
mengganti benda jaminan tersebut sesuai/setara dengan benda jaminan 
sebelumnya. Pada kenyataannya debitur belum tentu mampu untuk 
mengganti benda tersebut. (wawancara dengan Missi Indralana, S.H. 
notaris PD. BPR BKK Kebumen pada tanggal 27 Mei 2010) 
e. Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan perjanjian 
kredit dengan jaminan fidusia akan sangat menentukan bagaimana 






celah hukum dapat berakibat terhadap penyelewengan pelaksanaanya. 
Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang Jaminan Fidusia merupakan 
salah satu wujud dari kebijakan pemerintah dalam mengatur 
pelaksanaan pemberian jaminan fidusia sebagai jaminan atas suatu 
kredit perbankan. Sehingga memberikan kepastian hukum bagi para 
pihak dan memudahkan proses pemberian kredit tersebut.Kebijakan 
tersebut antara lain dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor 
Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara 
Republik Indonesia, kebijakan mengenai alur proses permohonan 
pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 
dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, kemudian kebijakan 
mengenai besarnya biaya pendaftaran fidusia terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis 
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 
pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada juga kebijakan 
yang dilakukan Bank Indonesia mengenai pembatasan kredit dalam 
kebijakan Legal Lending Limit untuk mengurangi resiko kerugian 



















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian 
kredit dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Badan Kredit Kecamatan Kebumen, maka dapat ditarik beberapa simpulan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia  di Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR 
BKK) Kebumen ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. 
Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan 
fidusia di PD. BPR BKK Kebumen telah dilaksanakan dengan benar dan 
sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana 
dalam proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia juga telah diatur 
dalam Peraturan Umum Sementara Pemberian Kredit PD. BPR BKK 
Kebumen. Mulai dari pengajuan kredit, analisis kredit, keputusan kredit 
hingga pembuatan perjanjian kredit telah  dilaksanakan dengan  prosedur-
prosedur yang telah disesuaikan peraturan umum PD. BPR. BKK 
Kebumen dengan dibantu oleh notaris dalam pembuatan perjanjian 
kreditnya. 
Proses pembebanan jaminan secara fidusia juga telah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
Pembuatan akta jaminan fidusia dilakukan oleh notaris dengan isi dari akta 
tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang 
Jaminan Fidusia. Sehingga akta jaminan fidusia sebagai perjanjian 






Pendaftaran jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh PD. BPR 
BKK Kebumen sebagian besar belum dilaksanakan dengan baik. Masih 
terdapat kasus akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor 
Pendaftaran Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di 
Semarang. Bahkan sebagian besar didaftarkan setelah kredit dirasa sudah 
tidak sehat (mulai macet). Padahal untuk mendapatkan kekuatan hukum 
dibutuhkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan 
eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diwajibkan kepada debitur untuk 
mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk 
kemudian mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan demikian 
Pasal 11 – 18  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak 
efektif terutama di PD. BPR BKK Kebumen. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan 
Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya perjanjian 
kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR BKK Kebumen secara baik dan 
sehat antara lain adalah: 
3. Faktor Internal 
Faktor internal meliputi bank, nasabah, benda jaminan, 
perjanjian antara para pihak dan hubungan hukum diantara para pihak. 
Faktor ini sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia di PD. BPR BKK Kebumen, karena berhubungan 
langsung dengan unsur-unsur utama terjadinya perjanjian kredit 






4. Faktor Eksternal 
Selain faktor-faktor internal, pelaksanaan perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. 
Faktor eksternal tersebut antara lain meliputi lokasi, biaya, keadaan 
ekonomi, force majeur dan kebijakan pemerintah. Faktor ini memang 
tidak berpengaruh secara langsung, namun dapat mempengaruhi 
terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR 
BKK Kebumen. Apabila tidak diperhatikan secara seksama maka 
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak dapat terlaksana dengan 
baik dan sehat. 
B. Saran 
1. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
Kebumen (PD. BPR BKK Kebumen) diharapkan tetap konsisten 
keberadaannya membantu perkonomian masyarakat Kabupaten Kebumen 
serta mampu bersaing secara sehat dan lebih meningkatkan pelayanan 
kepada nasabah. 
2. Dalam hal menghindari hal-hal yang tidak diinginkkan seperti adanya 
wanprestasi yang dilakukan debitur, maka pihak bank sebelumn 
memberikan kredit harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan 
memeriksa baik calon debitur maupun barang-barang yang dijadikan 
jaminan secara fidusia tidak hanya berdasarkan pada laporan,  tetapi juga 
harus berdasarkan bukti atau keadaan yang sebenarnya di lapangan. 
3. Pihak PD. BPR BKK Kebumen diharapkan selalu mendaftarkan Akta 
Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar mendapatkan 
Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga memiliki kekuatan eksekutorial 
terhadap benda jaminan tersebut, tidak perlu harus menunggu hingga 






4. Untuk mempermudah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, sebaiknya 
penempatan lokasi Kantor Pendaftaran Fidusia tidak hanya berada di 
ibukota propinsi saja. Sehingga penerima fidusia tidak kesulitan untuk 
mendaftarkan jaminan fidusia karena lokasi yang dekat dapat memperkecil 
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